
& 
~> 
~--~- =,: 

~ 1 
' -,:~( 

BUPATI LAMONGAN 
PROVINS! JA WA TIMUR 

PERATURAN BUPATI LAMONGAN 

NOMOR 23 TAHUN 2020 

TENTANG 

[ SALINAN) 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH 

KEPADA CAMAT 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LAMONGAN, 

a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana 
Desa), beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah 
Kepada Camat perlu disesuaikan kembali 

khususnya mengenai pengesahan dokumen hasil 
musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil 
tentang nama-nama keluarga miskin yang 
memenuhi syarat menerima BLT-Dana Desa sesuai 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan 

Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat 
dengan menetapkan kembali dalam Peraturan 

Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan 
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dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas 

Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 
Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah­

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pem ben tukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 
3 . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

4 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 
ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 



- 3 -

Tahun 2014 ten tang Desa 
Republik Indonesia Tahun 
Tam bah an Lem bar an Negara 
Nomor 6321); 

(Lem baran Negara 
2019 Nomor 41 

Republik Indonesia 

6 . Peraturan Pemerintah Nomor 
tentang Kecamatan (Lembaran 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 
Lembaran Negara Nomor 6206); 

17 Tahun 2018 
Negara Republik 

73, Tambahan 

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perun dang-undangan (Lem bar an Negara Repu blik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

8 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah 
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi 
Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Prioritas Penggunaan 
Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 367); 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 

Tahun 2015 ten tang Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 

2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lamongan Tahun 2018 Nomor 8); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk 
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Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 

4); 

13. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala 
Daerah Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten 

Lamongan Tahun 2014 Nomor 35) sebagaimana 
telah diubah dalam Peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah 
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 Nomor 48); 
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 

Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten 

Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2016 Nomor 88) sebagaimana telah diubah 
dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 46 Tahun 
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 

Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata 

Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan (Berita 

Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 
46); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2014 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN 
KEPALA DAERAH KEPADA CAMAT. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamongan 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian 
Kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat (Berita 
Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 35) 
sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Bupati 

Lamongan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Kepala Daerah 
Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Lamongan 
Tahun 2016 Nomor 48) diubah sebagai berikut: 
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1. Ketentuan Pasal 1 setelah angka 8 ditambah 3 (tiga) 
angka yakni angka 9, angka 10, dan angka 11 

sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai sebagai berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan 

urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah 

dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas 

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan. 
5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerin tahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah 
Kabupaten Lamongan. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai 

Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan. 

8. Camat adalah pemimpin dan koordinator 

penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja 

kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya 
memperoleh 
pemerin tahan 

pelimpahan 
dan Kepala 

kewenangan 
Daerah untuk 

menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 

menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ a tau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 
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diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerin tahan, pelaksanaan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 
pemberdayaan masyarakat. 

11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang 
selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah 
bantuan untuk penduduk miskin yang 
bersumber dari Dana Desa. 

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 
(1) Kepala Daerah melimpahkan sebagian 

kewenangannya kepada Camat untuk menangani 
sebagian urusan otonomi daerah. 

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek: 

a . penzman; 
b. rekomendasi; 
c. koordinasi; 
d. pembinaan; 
e. pengawasan; 
f. fasilitasi; 
g. penetapan; 
h. penyelenggaraan; 
i. pengesahan. 

(3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah 
kepada Camat sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas 

dan efisiensi. 

3. BAB III setelah Bagian Kesembilan ditambah 1 (satu) 
bagian yakni Bagian Kesepuluh, dan di antara Pasal 
11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
1 lA sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kesepuluh 
Pengesahan 

Pasal l lA 

( 1) Pelim pahan se bagian kewenangan se bagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i adalah 
pengesahan dokumen hasil Musyawarah Desa 
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Khusus / musyawarah insidentil tentang 
penetapan sasaran penerima BLT-Dana Desa. 

(2) Pengesahan dokumen sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan 
Camat. 

(3) Sasaran penerima BLT-Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: 
a. keluarga miskin non PKH; 
b. non Bantuan Pangan Non Tonai (BPNT); 
c. kehilangan mata pencaharian; 
d. belum terdata (exclusion errory; dan 
e. mempunyai anggota keluarga yang rentan 

sakit menahun/kronis. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati m1 dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Lamongan. 

Diundangkan di Lamongan 
pada tanggal 23 April 2020 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 
LAMONGAN 

ttd. 
YUHROHNUR EFENDI 

Ditetapkan di Lamongan 
pada tanggal 23 April 2020 

BUPATI LAMONGAN, 

ttd 
FADEL! 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 23 


